BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REFUBLIK INDONESIA

: RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Takun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lasinnya, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporun keuangan Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualion yang dimuat dalam

Loporan Iasil Pemeriksaan Nomor 34 A/T/LHP/DIPEN-VI.MKS/PPD.01/05/2026
tngeal 29 Mei 2026,

Untuk memperoleh keyukinan yang memadai tentang spakah laporan kevangan bebas dari
salih sa)i material, BPK melakukan pengujion atss efektivitss sistem pengendalinn intem
dan kepatuban terhadap ketentuan peraturan perundong-undanpnn yang berpengiaruh
langsung dan moterial techadap laporun kevangan, Namun, pemeriksuan yang dilakukan
BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem
pengendalian intern dan kepatuhan terhadop ketentuan peritursn perundang-undangan.
Oleh karena i, BPK tidak menyatakan pendapat sepertd itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan persturun perundangan dalom pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Kubupaten Toraja Utara Tahun 2025 dengan pokok-pokok temunn sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Torja Utara tidak memiliki Kas yang cukup untuk membayar
Kewajiban Jungka Pendeknys. Hal tersebut mengakibatkan di antaranya potensi
timbulnya tuntutan dari pibak ketiga atas Kewajiban Junpka Pendek yang lidak
terbavar,

Penggunaan langsung atas penerimaan Retribusi Pelayanan Umum dan Dana Covid-
19 pada Rumah Sakit Umum Dacrah (RSUD) Pongtiku. Hal tersebut mengakibatkan
di antaranya risiko penyalahgunaan pendapatan Retribusi Pelayanan Keschutan dan
penerimean Dang Covid-19 alas penggunaan langsung sehesar Rpl.118,005.527,00;
dun

Pengeloloan Aset Tetup belum dilaksanakan secarn memada di anlaranya peigimanin
Aset Tetup Tanah belum sepenuhnya memadi, yaitu atus sengketa twnih Lapangan
Pacuan Kuda, Hal tersebut mengakibatkan di antaranya risiko kehilangan Barang Milik
Daeral (BMD) berupa gedung dan bangunan di atas objek 1anah sengketa
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Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merckomendasikan kepada Bupatb

Toraja Utara antara lan agar:

| Meneinstruksikan Tim Angparan Pernerintah Dacrah (TAPD) untuk menyusun strale
pelunasan Kewajihan Jangka Pendek dengan memperhitungkan kemampuan keuangan

dnerah dan menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BRAL)

; ) |
BPK Perwakilan Provinsi Sulawest Selatan .'!( ejl',ﬂc‘q'."



selaku Hendabura Umum Dacrah (BUD) wntuk memerhitikn sumber pendannan

dalam pencairan Surat Perintah Pengairan Dina [8P20) sehinpen dand vemg distur
penggunaannya dak digunakan wmuk kegtin seloin vang ditertuln;

2 Menginstiuksikan Kepala Dinas Keschatan untuk memerintabikan Direktr RSUD
Pongtiku — agar  meloporkan  pendepstan secorn keselurulun  dan
mempurtinggung owabkan - belanjn sesual ketentuan  perturan  perundang-
prerindangan; dan

3,

Melakukan koordias dengan pihak penggugat dan pengadilin negert setempat ilis
senghetn lanah Lapangan Pacunn Kuda sesuai dengan ketentuan ying beriaku,

Kelemaban dan rekemendasi perbaikin seearn perinet dapat dilibat dafar laporan ind,
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